SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya
harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin
partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan
terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,
berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Blitar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blitar
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan

Bantuan Sosial.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten/Kota  Di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada

tanggal 8 Agustus 1950) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
3/A);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 18/E);

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor

43 /E).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 18/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 43/E), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati bagi daerah Kabupaten.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.



10.

11.

12.

13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanaka pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat KPPKD adalah Kepala SKPD/Bagian/Bidang yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam
melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPKD.

Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah
yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran / Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rincian rencana kerja dan anggaran
Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah, yang dikuasakan kepada KPPKD untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PPKD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara

Umum Daerah.



14. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat Rincian DPA-PPKD adalah rincian dokumen pelaksanaan
anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah yang dikuasakan kepada KPPKD untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PPKD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh Pengguna Anggaran.

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain,
Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan,
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakat yang berbadan hukum
Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-
menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.

17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan

penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut :



BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan hibah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan
belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit :

a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan ;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus-
menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan ;

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan ;

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain ;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.



4.

Ketentuan pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah  pusat dan/atau pemerintah daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia

sesuai peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan,;

b. memiliki surat keterangan domosili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementrian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 9 dirubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 9

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala
daerah melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.
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7. Ketentuan Pasal 10 dirubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk

Hibah berupa uang meliputi:

a.

Urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Blitar;

Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Blitar ;

Urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Blitar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengairan;

Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Blitar ;

. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Blitar ;

Urusan penyelenggaraan haji dan MTQ, peribadatan dan
pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ;

Urusan ketenagakerjaan, transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar ;

Urusan sosial, lansia/ veteran, yatim piatu, cacat, keagamaan,
yasinan, jantiko, PHBI, rukun kematian dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Blitar ;

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar ;
Urusan pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata,
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Blitar ;

Urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan
Pangan Kabupaten Blitar ;

Urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa,
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Blitar ;
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m. Urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar ;

n. Urusan pertanian, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar ;

o. Urusan peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas
Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar ;

p. Urusan perusahaan daerah, perindustrian dan perdagangan,
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar ;

q. Urusan perkebunan dan kehutanan dilaksanakan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar ;

r. Urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
dilaksanakan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar ;

s. Urusan pembinaan kesatuan bangsa, politik, lembaga swadaya
masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya dilaksanakan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk
Hibah berupa barang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang

menganggarkan hibah berupa barang.

Ketentuan Pasal 13 dirubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada
PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.
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(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke
dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang
atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang

diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

9. Antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal 13A yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 13A
(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran
uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan
keputusan kepala daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
(3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
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15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(2)

(3)

ayat (6) dikecualikan terhadap:

a.

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-
Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoon Lijkheid Van
Verereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan negara
kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan
kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan
pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013;

Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki surat Keterangan
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga Negara
asing, warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia atau
badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, hibah dan bantuan sosial

tahun 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun 2016

belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial

tahun anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan

penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Juni 2016
BUPATI BLITAR,

Ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.
PALAL ALI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 19/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si
Pembina
NIP. 19670531 199003 1 002




